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RINGKASAN 

 

Penggunaan alat pendeteksi kebohongan merupakan salah satu bagian dari 

instrumen yang digunakan di laboratorium forensik, sesuai dengan Peraturan 

Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan 

Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris 

Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Pengaturan penggunaan alat pendeteksi kebohongan ini 

terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 yang 

berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat diperiksa oleh 

laboratorium forensik. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan 

laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan 

tertulis dari penyidik Polri, PPNS, Kejaksaan, Pengadilan, POM TNI, dan 

instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penggunaan alat deteksi 

kebohongan dalam penyidikan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah 

dan untuk menganalisis tentang tersangka dapat melakukan penolakan terhadap 

penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat 

normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Hasil dari penelitian ini adalah: 

1. Penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan tidak 

bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, karena tidak 

mempunyai dampak terhadap kwalitas keterangan tersangka ataupun 

keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 52 KUHAP bahwa dalam 

pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau 

terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik 

atau hakim, artinya apapun yang dia nyatakan pada pemeriksaan di tahap 

penyidikan, maka harus dimaknai sebagai pemberian keterangan secara 

bebas. Ada ataupun tidak alat deteksi kebohongan digunakan untuk 



menilai derajat kebenaran keterangan tersangka dianggap tindak 

mempengaruhi nilai dari keterangan tersangka tersebut. 

2. Tersangka dapat melakukan penolakan terhadap penggunaan alat deteksi 

kebohongan dalam pemeriksaan tersangka, karena berdasarkan Pasal 52 

KUHAP tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara 

bebas kepada penyidik atau hakim. Serta dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d 

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 terdapat persyaratan formal 

yang wajib dipenuhi dalam pemeriksaan barang bukti Polygraph (deteksi 

kebohongan) yaitu surat persetujuan untuk diperiksa dari 

saksi/tersangka. Dengan adanya persyaratan tersebut untuk penggunaan 

alat deteksi kebohongan (lie detector) tidak dapat digunakan dalam 

pemeriksaan tanpa persetujuan dari saksi/tersangka. Sistem hukum juga 

harus memastikan bahwa tersangka diperlakukan dengan adil dan bahwa 

proses penyidikan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan tidak 

mengintimidasi. Dengan demikian, sementara alat deteksi kebohongan 

dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum, penting 

bagi pihak berwenang untuk menggunakan alat tersebut dengan penuh 

tanggung jawab, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, dan 

bahwa keadilan substansial tetap menjadi fokus utama dalam setiap 

tahapan proses hukum. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Alat Deteksi Kebohongan, Penyidikan, Asas Praduga Tidak Bersalah 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penggunaan alat deteksi 

kebohongan dalam penyidikan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah 

dan untuk menganalisis tentang tersangka dapat melakukan penolakan terhadap 

penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka. Adapun jenis 

penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian 

hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut 

pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, penggunaan alat deteksi 

kebohongan dalam penyidikan tidak bertentangan dengan asas praduga tidak 

bersalah, karena tidak mempunyai dampak terhadap kwalitas keterangan tersangka 

ataupun keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 52 KUHAP bahwa dalam 

pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa 

berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, artinya 

apapun yang dia nyatakan pada pemeriksaan di tahap penyidikan, maka harus 

dimaknai sebagai pemberian keterangan secara bebas. Ada ataupun tidak alat 

deteksi kebohongan digunakan untuk menilai derajat kebenaran keterangan 

tersangka dianggap tindak mempengaruhi nilai dari keterangan tersangka tersebut. 

Kedua, tersangka dapat melakukan penolakan terhadap penggunaan alat deteksi 

kebohongan dalam pemeriksaan tersangka, karena berdasarkan Pasal 52 KUHAP 

tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada 

penyidik atau hakim. Serta dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Kapolri 

Nomor 10 Tahun 2009 terdapat persyaratan formal yang wajib dipenuhi dalam 

pemeriksaan barang bukti Polygraph (deteksi kebohongan) yaitu surat persetujuan 

untuk diperiksa dari saksi/tersangka. Dengan adanya persyaratan tersebut untuk 

penggunaan alat deteksi kebohongan (lie detector) tidak dapat digunakan dalam 

pemeriksaan tanpa persetujuan dari saksi/tersangka. Sistem hukum juga harus 

memastikan bahwa tersangka diperlakukan dengan adil dan bahwa proses 

penyidikan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan tidak mengintimidasi. 

Dengan demikian, sementara alat deteksi kebohongan dapat memberikan kontribusi 

dalam upaya penegakan hukum, penting bagi pihak berwenang untuk menggunakan 

alat tersebut dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa hak-hak individu 

dihormati, dan bahwa keadilan substansial tetap menjadi fokus utama dalam setiap 

tahapan proses hukum. 
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ABSTRACT 

 

Keywords:  Lie Detection Tool, Investigation, The Principle of Presumption of 

Innocence 

 

The aim of this research is to analyze whether the use of lie detection tools in 

investigations is contrary to the principle of the presumption of innocence and to 

analyze whether suspects can reject the use of lie detection tools in examining 

suspects. The type of research that the author uses is normative legal research. 

Normative legal research is research that examines legal issues from the perspective 

of legal science in depth regarding the legal norms that are formed. 

 

The research results obtained are: First, the use of lie detection tools in 

investigations does not conflict with the principle of presumption of innocence, 

because it has no impact on the quality of the suspect's or defendant's statements. 

Based on Article 52 of the Criminal Procedure Code, during examinations at the 

investigation and court levels, suspects or defendants have the right to provide 

information freely to investigators or judges, meaning that whatever they state 

during examination at the investigation stage must be interpreted as providing free 

information. Whether or not a lie detection tool is used to assess the degree of truth 

of a suspect's statement is considered an act that influences the value of the 

suspect's statement. Second, the suspect can reject the use of lie detection tools in 

examining the suspect, because based on Article 52 of the Criminal Procedure Code 

the suspect or defendant has the right to provide information freely to the 

investigator or judge. And in Article 13 paragraph (1) letter d of National Police 

Chief Regulation Number 10 of 2009 there are formal requirements that must be 

fulfilled in examining Polygraph evidence (lie detection), namely a letter of consent 

to be examined from the witness/suspect. With these requirements, the use of lie 

detectors cannot be used in examinations without the consent of the 

witness/suspect. The legal system must also ensure that suspects are treated fairly 

and that the investigation process takes place in a conducive and non-intimidating 

atmosphere. Thus, while lie detection tools can contribute to law enforcement 

efforts, it is important for authorities to use such tools responsibly, ensuring that 

individual rights are respected, and that substantial justice remains the primary 

focus at every stage of the legal process. 
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